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PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

A. PETUNJUK UMUM
Dinas Instansi

NY e

Program

3. Kegiatan

4. Sub Kegiatan
5. Sifat Sub Kegiatan

6. Bagian Belanja

7. Jumlah Biaya Sub Kegiatan
8

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

a. Nama
b. Jabatan
9. Bendahara Pengeluaran
a. Nama
b. Jabatan
10. Lokasi Kegiatan
11. Tolak Ukur Indikator
a. Masukan
- Jumiah Dana
- Waktu Pelaksanaan
b. Keluaran

c. Hasil

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penunjang

Belanja Tranfer Umum

Rp. 6.505.353.040,00

Hendri Kani, S.E., M.Si.
Perencana Ahli Muda

Ibrahim Rabbani, S. Ak.
Bendahara Pengeluaran Kab. Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Dana yang Dibutuhkan
Rp. 6.505.353.040,00
Januari s/d Desember 2024

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

12. Rincian Pembiayaan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun 2024 sebagaimana terlampir:



Petunjuk operasionat | TA 2024
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pamermanen Hak Patisr Selites Talun Anggaran 2024

o & LNTAR PEROAMALAR TR AN PRBT T &l
L B3 IRSFERTINAT A
o Crgeveis LR Bl < 4 I0O0 MESENTURANT DRE RN

Wt e Ly garieay

Frapugrons 4 ¢ SRUATRAR FENUB AT (SEAAN STHE W INT Auchils DR R AW MARUS & TH %07 A
Hagiaie TS Asrnnres Tavergan teergrs: Deorsr

Hogh Saghate O G T DS Pergedenn Gap o Tarwger AN

EA

iy L panan

A Fervtaomar FENGAPRT A% ALLT DA AT

Labms 30 Proor Solstsr. Devvae Sscrralye Serma Faleter
Farh: Dasn et ans WL T Do

EacerRas Sasarss A5 Vad Pewme lestan

Ry I Rp &

kvl ¥4 Ny R AT AR TTY

Syrvian

APBD 8§ Pergeseran/Perubahan APBD

s Tmr iScr treme Tl rewrgn

S SR Sad Yo Dvakan Aoen
i Vaviaarger e YedeRio s it

e T yuoy Cliododiamn H
£ } i
e Aot Ly pwy Weieepon ey e | egheagn #5H
| i
i SR RESE ey weverww T | rehgas SR TREeEa ey 5
’ Trcniaeries e Al e Fmmeger Heewa@et Daaces
Rincian Belanja Sub Kegiatan
e SNt
Fords Ravarag L newe . v Bovniar
Fow e Savaw vz L}
s AR LR TAIR AN Mo € 0P8 982 a0 |
£y AN LA DPERAS LS RS
5@ B Fagaras: R 600 WI0W |
Segret i Tows s Tovjurpms: AN L F
5080081 Boswrion Gt Pk AIN i A 628 300 540 |
E S e N B S A0 i i
LEFIRIOUODET  Swkanis Ol Moloh PR R &GN 0 S
87 aud ket {
Gummer Diamas - PENDAR ATAN ATLE DAEZAN 040 N SOOI |
o SR TR i BT
- Gt Poimok
Sy ey s S ' Tarne 4506 00 LA % Ry 4£25 WO 40 |
%590 & B ¥ msiondam s Pt omciies: AN © BT 907 W00
} - i el
AT R ¥ Fmgf e Bindins P o AIN | EPRORT NN |
& PSR ! <L 4
K0 ICEISI 00 e P bac beatans i5er Bebun Mo o S £ 0N ING R
(e;TRe Mty
U St e - PENOUS A TAN ASLI CINERAN PR Bp. L4729

Inspektorat Doerah Kabupaten Pesisir Selatan T.A. 2024 2



Potunjug operasionat | TA 2024
S$ub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

|
{
%

A k;
i #
At

‘

B. PETUNJUK KHUSUS

1

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Sub Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan tugas rutin kantor sebagai
penunjang tugas pengawasan, yaitu pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan dari sub kegiatan adalah :

1.

2.

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2024;

Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk pelaksanaan tugas ASN di
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
pada Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan

efisien.

Struktur Organisasi
Dengan mengacu kepada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024,

. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/720/Kpts/BPT-PS/2023

Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024;

. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:

900.1.15/1/INSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Inspektur Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

L=
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b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penelaah Teknis Kebijakan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Administrasi umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Tugas dan Tanggung Jawab
Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci
tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup

OPD dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pengawasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan Pengawasan,
monitoring evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan.

3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

terdapat pada DPA-PD tahun anggaran yang bersangkutan.

Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh

dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.

Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.

Menandatangani SPM.

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

PD yang dipimpinnya.

10. Memeriksa dan menyampaikan laporan keuangan PD.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.

12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

v

©CoNO®

b. Penanggung Jawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Pengguna Anggaran (Inspektur) yang merangkap
sebagai penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen
pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-PD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ASN Inspektorat yang ditetapkan

oleh Inspektur, dengan tugas sbb:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan PD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.
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3.

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan PD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan
oleh Kepala PD yang bertanggung jawab kepada Kepala PD, yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb :

s %

5.
6.

melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM;

menyiapkan SPM.

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran

melaksanakan fungsi akuntansi PD.

menyusun laporan keuangan PD.

e. Bendahara Pengeluaran

1.

8.
9.

10.
1.

12.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LSMembayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;.

menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganMembuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi
Pengeluaran.

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerabh;
memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada PD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan
yang berlaku.
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STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

TAHUN 2024

INSPEKTUR KAB.PESISIR SELATAN

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/
PENGGUNA ANGGARAN

KASUBBAG ADM UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB.PESSEL

v

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK)

SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

STAF INSPEKTORAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
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PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi . Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Sub Kegiatan . Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN
5. Sifat Sub Kegiatan . Penunjang
6. Bagian Belanja . Belanja Tranfer Umum
7. Jumlah Biaya Sub Kegiatan : Rp90.520.000,00
8. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
a. Nama . Hendri Kani, S.E., M.Si.
b. Jabatan . Perencana Ahli Muda

9. Bendahara Pengeluaran

a. Nama . Ibrahim Rabbani, S. Ak.
b. Jabatan . Bendahara Pengeluaran Kab. Pesisir Selatan
10. Lokasi Kegiatan . Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
a. Masukan :Jumlah Dana yang Dibutuhkan
- Jumlah Dana . Rp90.520.000,00
- Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2024
b. Keluaran :Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Hasil . Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

12. Rincian Pembiayaan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) tahun 2024 sebagaimana terlampir:
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B. PETUNJUK KHUSUS

1

Maksud dan Tujuan
Maksud dari Sub Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan tugas rutin kantor sebagai
penunjang tugas pengawasan, yaitu pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Tujuan dari sub kegiatan adalah :
1. Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2024;
2. Terpenuhinya pembayaran honorarium pengelola keuangan untuk pelaksanaan
tugas ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN pada Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara
efektif dan efisien.



Patunjug operasionat | TA 2024
Sub Kegiatan Penyediaan Adminigteagi Pelalsanaan Tugas ASN

3. Struktur Organisasi
Dengan mengacu kepada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2024;

b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024;

c. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/720/Kpts/BPT-PS/2023
Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024,

d. Keputusan Inspekiur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:
900.1.15/1/INSP/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2024.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a.

b.

Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Inspektur Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penelaah Teknis Kebijakan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubbag Administrasi umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang belaku, maka secara rinci
tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a.

Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup

OPD dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pengawasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan Pengawasan,
monitoring evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan.

3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber
daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdapat pada DPA-PD tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh
dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.

6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.

7. Menandatangani SPM.

8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD.
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9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
PD yang dipimpinnya.

10. Memeriksa dan menyampaikan laporan keuangan PD.

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD.

12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Pengguna Anggaran (Inspektur) yang merangkap
sebagai penanggung jawab program, melakukan koordinasi dan manajemen
pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-PD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana
sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah ASN Inspektorat yang ditetapkan

oleh Inspektur, dengan tugas sbb:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan PD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan
oleh Kepala PD yang bertanggung jawab kepada Kepala PD, yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb :

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP,

SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar

penyiapan SPM;

menyiapkan SPM.

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

5. melaksanakan fungsi akuntansi PD.

6. menyusun laporan keuangan PD.

0

. Bendahara Pengeluaran

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,

dan SPP LSMembayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah

disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;.

menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank;

5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
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7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganMembuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi
Pengeluaran.

8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

9. memeriksa kas secara periodik;

10. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

12. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada PD yang melaksanakan
fungsi BUD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Painan, 10 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
TAHUN 2024
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INSPEKTUR KAB.PESISIR SELATAN

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/
PENGGUNA ANGGARAN

KASUBBAG ADM UMUM DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB.PESSEL

v

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK)

SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH

STAF INSPEKTORAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)




